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ABSTRAK 

Abdul Azis Nasar 4515021015 bimbingan Dr. Nurkaidah, M.M dan 

Nining Haslinda Zainal, S.Sos,M.Si melaksanakan penelitian dengan Pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten 

Soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten 

Soppeng serta untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dan 

pendukung BUMDes di Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten 

Soppeng. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

serta bersifat deskriptif dengan mengambil data di BUMDes Desa Rompegading, 

Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng. Metode penelitian kepustakaan 

(penelitian normatif) yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder 

melalui analisa bahan-bahan berupa bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-

undang maupun bahan yang erat hubungannya dengan persoalan yang dibahas. 

Metode penelitian lapangan (penelitian empiris) yaitu dengan menggunakan 

teknik wawancara untuk memperoleh informasi terkait data-data yang diperlukan. 

Hasil penelitian memperoleh pengelolaan ekonomi desa melalui BUMDes 

Rompegading yang terjadi dilapangan dinyatakan bahwa ekonomi desa secara 

produktif terkelola berdasarkan prinsip pengelolaan BUMDes serta kesejahteraan 

masyarakat desa rompegading melalui BUMDes Rompegading terwujud melalui 

empat aspek yang telah dijelaskan pada wawancara penulis yakni, Pemenuhan 

atas kebutuhan dasar masyarakat, Pembangunan sarana dan prasarana, 

Pengembangan potensi ekonomi lokal, Pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap BUMDes Rompegading 

ialah mengalami keterbatas modal dan juga sikap masyarakat yang tradisional, 

dimana selain itu BUMDes Rompegading mendapatkan dukungan berupa 

komitmen dari Pemerintah Desa dan juga tersedianya Sumber Daya Alam yang 

ada di Desa Rompegading kemudian membuat keberadaan BUMDes ini menjadi 

hal yang sangat baik. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa, Desa Rompegading, 

Kesehjateraan Masyarakat. 
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ABSTRACT 

Abdul Azis Nasar 4515021015 under Dr. Nurkaidah, MM and Nining 

Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si conducted research with the Management of Village-

Owned Enterprises in Rompegading Village, Liliriaja District, Soppeng Regency. 

This study aims to determine how to improve the welfare of the community in 

Rompegading Village, Liliriaja District, Soppeng Regency and to find out what 

factors are the obstacles and support for BUMDes in Rompegading Village, 

Liliriaja District, Soppeng Regency. 

The research method used is a qualitative research method and is 

descriptive in nature by taking data in BUMDes Rompegading Village, Liliriaja 

District, Soppeng Regency. The library research method (normative research) is 

obtained from library materials or secondary data through the analysis of 

materials in the form of binding materials such as laws and materials that are 

closely related to the issues discussed. The method of field research (empirical 

research) is to use interview techniques to obtain information related to the 

required data. 

The results of the study obtained village economic management through 

BUMDes Rompegading that occurred in the field, it was stated that the village 

economy was productively managed based on the principles of BUMDes 

management and the welfare of rompegading village communities through 

BUMDes Rompegading was realized through the four aspects described in the 

author's interview, namely, Fulfillment of basic community needs, Development 

facilities and infrastructure, Development of local economic potential, Utilization 

of natural resources and the environment. Several factors influence BUMDes 

Rompegading is experiencing limited capital and also traditional community 

attitudes, where besides that BUMDes Rompegading gets support in the form of 

commitment from the Village Government and also the availability of Natural 

Resources in Rompegading Village then makes the existence of this BUMDes a 

very good thing. 

Keywords: Management, Village-Owned Enterprises, Rompegading Village, 

Community Health. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah suatu wilayah yang tata kelola pemerintahan nya 

terbagi kedalam beberapa tingkatan, selain membagi pemerintahan kedalam 

tingkatan provinsi, Indonesia juga membagi tingkatan Provinsi kedalam dua 

tata kelola pemerintah yakni pemerintah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah 

baik itu daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mempunyai 

pemerintahannya masing-masing yang telah diatur berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. Dimana dalam menjalankan tugasnya, tentunya tata 

kelola pemerintahan dari pusat ini kesulitan mengatur daerah tata kelola yang 

sangat luas yang terdiri atas beberapa wilayah. Maka dari itu, Otonomi Daerah 

dikeluarkan sebagai solusi dalam memberikan kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah guna membangun dan mengembangkan 

potensi yang ada didaerahnya untuk mensejahterakan masyarakat lokal daerah 

tersebut (Toriqi 2015:1).  

Sudah lebih dari enam dekade kebijakan Nasional mengenai Desa 

namun dari sekian perubahan Undang-undang yang ada, terhitung sejak tahun 

1948, UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 

hingga tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

masih belum dapat memberikan jaminan pengaturan Desa yang memiliki 

Konsistensi yang tinggi terhadap upaya untuk membangun kemandirian dan 

kesejahteraan desa (Kurniawan, 2015: 8). 
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Kementerian Dalam Negeri mencatat pada tahun 2019 Indonesia 

memiliki total wilayah administrasi tingkat desa dan kelurahan sebanyak 

83.447. Dimana sebanyak 74.957 adalah wilayah administrasi desa dan 8.490 

adalah wilayah administrasi kelurahan. Dari angka tersebut terdapat 13.000 

desa yang masih tertinggal (sumber wikipedia di akses tanggal 26 Oktober 

2019). 

Kurniawan (2015:9) berpendapat bahwa dengan lahirnya Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa akan memberikan paradigma dan 

konsep baru mengenai kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-

undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, 

tapi halaman depan Indonesia. Undang-undang desa yang disahkan pada akhir 

tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan 

azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Selain dari itu, Undang-undang desa ini 

mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena 

ditempat pada posisi sub Nasional. Padahal Desa pada hakikatnya adalah 

identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). 

Pada bagian penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa 

tujuan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada 

dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. 

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk 

pengembangan potensi daniaset desai guna untuk kesejahteraan bersama.  

5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, 

transparan dan akuntabilitas. 

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan 

masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian 

dari ketahanan Nasional. 

8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan Nasional. 

9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

Dengan adanya UU Desa No.6 Tahun 2014, Pemerintah Desa diberikan 

hak khusus untuk mengelola dan mengurus daerah atau wilayahnya sendiri 

demi untuk mensejahterakan masyarakat lokal. Selain itu, Undang–undang 

Desa tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Maka dengan begitu desa 

juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. 

Karena menyadari akan pentingnya pembangunan yang ada di tingkat desa. 
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Pemerintah pusat melakukan berbagai program-program untuk mendorong 

percepatan pembangunan pada kawasan pedesaan, pada hasil akhir ditemukan 

bahwa hasilnya tidak secara signifikan baik dalam peningkatan kualitas hidup 

ataupun dalam mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu sebuah 

pembangunan desa harus nya memiliki perencanaan yang baik serta menyentuh 

kebutuhan masyarakat lokal hingga pada akhirnya sebuah pembangunan di 

pedesaan akan menyatu dengan masyarakat lokal (Zatalini 2015:1) 

Dengan adanya UU DESA (Pasal 78 ayat (1)), kesejahteraan 

masyarkaat lokal diharapkan dapat terwujud melalui empat aspek, yakni:  

1. Pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat. 

2. Pembangunan sarana dan prasarana. 

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal. 

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

Dalam menunjang kegiatan pembangunan desa tersebut, pemerintah 

pusat akan memberikan dana melalui alokasi khusus yang cukup besar kepada 

pemerintah desa. Pada Pasal 72 ayat (4), tertulis bahwa dana desa minimal 

adalah 10% dari pengiriman dana daerah dalam APBN. Dengan adanya dana 

desa ini, pengalokasiannya sangatlah penting guna pengembangan dan 

pembangunan wilayah tertinggal di banyak desa. 

Program pembangunan baik yang nampak secara fisik maupun tidak 

yang berakar dari indikator perkembangan desa menjadi fokus pelaksanaan 

dalam memanfaatkan alokasi dana desa ini diantaranya berupa indikator 

pendidikan, pendapatan serta indikator kesehatan masyarakat. Salah satu alasan 
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rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) yakni desa ditempatkan 

sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD ini sangat relevan dengan 

perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi, karena desa 

berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat. 

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. 

Sehingga desentralisasi di tingkat desa diharapkan akan meningkatkan fungsi 

pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (Toriqi 2015:5). 

Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan masyarakat desa secara 

mandiri nantinya dapat mengelola tantangan yang berada dalam bidang 

pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan secara mandiri. ADD 

sendiri adalah sebuah dana untuk pengelolaan mandiri sebuah desa yang 

sumbernya berasal dari pembagian fiskal oleh pemerintah pusat yang diterima 

oleh pihak kabupaten kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari 

pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan 

berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan 

keanekaragaman, partisipasi masyarakat, otonomi lokal, demokratisasi, 

pengelolaan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

serta dapat memotivasi percepatan pembangunan dan perkembangan wilayah–

wilayah strategis. Desentralisasi fiskal ke desa merupakan kebijakan yang 

menandakan bahwa pemerintah pusat secara progresif dan berpihak kepada 

desa denan memprioritaskan pembangunan daerah melalui desa guna 

peningkatan pembangunan pelayanan kepada masyarakat daerah. 

Pengalokasian Dana Desa sebagai modal untuk Badan Usaha Milik Desa 
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(BUMDes) adalah mungkin dan ini sesuai pada Pasal (87-90) UU No. 6 tahun 

2014 tentang Desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat melalui 

usaha yang produktif. Dalam pelembagaan BUMDes ini bertujuan untuk 

memberdayakan dan menggerakkan potensi ekonomi yang dimiliki sebuah 

desa yang bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah secara makro 

tertera pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang 

mengupayakan pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. 

Pemberdayaan BUMDes merupakan program yang diharapkan mampu 

memaksimalkan potensi desa guna mensejahterakan masyarakat lokal. 

Bergeraknya masyarakat untuk berpartisipasi pada desa melalui BUMDes 

merupakan kegiatan yang digerakkan pemerintah desa dengan tujuan untuk 

membangun dan mensejahterakan desa melalui pemanfaatan SDA dan serta 

potensi lain yang ada di desa. Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat 

menjadi masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha (Sayuti 2011:717).  

Dalam pembentukan BUMDes, Pendapatan Asli Desa (PAD) 

diharapkan dapat meningkat dengan adanya peningkatan kemandirian 

masyarakat dan perkuatan ekonomi desa. Tantangan yang seringkali ditemui 

adalah pada proses penyampaian informasi terkait program BUMDes kepada 

masyarakat, selain itu pemilihan terkait pengurus BUMDes juga seringkali 

menjadi tantangan terlebih ketika pada proses penyampaian program hingga 

pelaksanaan. BUMDes Rompe Gading adalah badan usaha desa yang secara 

mandiri dibentuk dan dikelola oleh pemerintah Desa Rompe Gading, 

Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng pada awal tahun 2015. Namun 
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BUMDes Rompegading ini baru dapat berjalan pada pertengahan tahun 2015, 

kendala ini adalah satu dari sekian kendala yang dialami oleh pemerintah desa 

rompegading. Masalah tersebut terkait minimnya respon dari masyarakat 

berupa kurangnya tanggapan dan minat warga untuk secara aktif mengikuti 

program kegiatan BUMDes Rompegading yang diadakan Pemerintah Desa 

Rompegading (Wawancara dengan Chaeriani penanggung jawab BUMDes 

Rompegading pada tanggal 21 Januari 2019). Tantangan lain yakni persepsi 

masyarakat yang berbeda dan bertolak belakang terkait penentuan jenis usaha. 

Melalui musyawaran bersama, Pemerintah Desa bersama pengurus BUMDes 

memilih opsi pertokoan (toko oleh-oleh khas Soppeng) dan jasa lain seperti 

sanggar belajar, toko tani, konveksi, up café, bank sampah, BRI Link, event 

organizer dan simpan pinjam sebagai usaha yang akan dijalankan. Masyarakat 

Desa secara mayoritas menyambut dengan antusias hal ini, dikarenakan di 

Desa Rompegading mayoritas merupakan petani yang mereka anggap usaha-

usaha tersebut akan membantu perekonomian masyarakat kedepannya 

(Wawancara dengan Chaeriani penanggungjawab BUMDes Rompegading 

pada tanggal 21 Januari 2019). 

Adapun masalah pada awal pembentukan BUMDes Rompeganding ialah: 

1. Masalah pengaturan organisasi 

2. Menemukan dan mengembangkan potensi desa 

3. Masalah promosi 
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Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengambil judul penelitian yakni Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di 

Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis menarik suatu rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni: 

1. Bagaimana Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng? 

2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung BUMDes di Desa 

Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan sebagai berikut: 

a. Guna memahami bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng. 

b. Guna memahami faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung 

BUMDes di Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten 

Soppeng. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini menjadi bahan informasi bagi 

penelitian yang akan datang sebagai referensi serta bermanfaat bagi 
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pengembangan ilmu pengetahuan studi administrasi negara khususnya di 

bidang Administrasi yang berhubungan langsung dengan pelayanan. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis, diharapkan mampu menjadi sumber informasi kepada 

masyarakat desa dalam memahami bagaimana meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, 

Kabupaten Soppeng dan guna memahami faktor apa yang menjadi 

penghambat dan pendukung BUMDes di Desa Rompegading, 

Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori dan Konsep 

1. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” merupakan 

terjemahan yang berarti Pengelolaan dan oleh derasnya arus terbawah 

menjadi kata pungut kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen. 

Manajemen sendiri asalnya terbagi ke dalam “to manage” yang artinya 

mengatur. Dimana hal ini bermaksud sebagai sebuah pengaturan yang 

proses dan fungsi-fungsi manajemen nya diatur berdasarkan urutan. Oleh 

karena itu, suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui 

aspek-aspek, seperti planning, organizing, actuating dan controlling itu 

sendiri dapat disebut merupakan manajemen. Dalam kamus bahasa 

Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara 

perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan 

menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan 

kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan 

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan 

pencapaian tujuan (Daryanto, 1997:348). 

Menurut Suharsimi Arikunta, pengelolaan adalah subtantif dari 

mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari 

penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai 

dengan pengawasan dan penilaian (Suharsimi arikunta, 1988:8).
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Definisi oleh Follet (1997) menyebutkan bahwa seni atau proses dalam 

menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pecapaian tujuan adalah 

pengelolaan dan dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga 

faktor yang terlibat yakni: 

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik dalam faktor-faktor 

produksi maupun SDM. 

2. Bertahapnya proses dari perencanaan kemudian pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pada pengendalian serta 

pengawasan. 

3. Masuknya Seni dalam penyelesaian pekerjaan tersebut (Erni Tisnawati 

Sule, 2009: 6). 

Dalam buku dasar-dasar Manajemen, Drs. M. Manulang mengutip 

pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetian, yaitu: pertama, 

sebagai suatu proses. Kedua, sebagai kolektifitas orang-orang yang 

melakukan aktifitas memanajemen. Dan yang ketiga, sebagai suatu seni 

(art) dan sebagai suatu ilmu (knowledge). Dalam pernyataan yang pertama 

yakni manajemen sebagai suatu proses dijelaskan pada buku Encyclopedia 

Of The Social Sciences dimana manajemen adalah suatu proses yang mana 

pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Pada 

pernyataan yang kedua kemudian dijelaskan bahwa manajemen adalah 

sebuah kolektivitas dari orang-orang yang melakukan aktivitas 

manajemen. Dan pada pernyataan ketiga, manajemen adalah suatu seni 

atau ilmu dimana perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, 
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pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu (M. Manulang, 

1990:15).  

Jadi dapat disimpulkan bahwai pengelolaani (manajemen) i adalahi 

suatui carai ataui prosesi yangi dimulaii darii perencanaan, i 

pengorganisasian, i pengawasani dani evaluasii untuki mencapaii suatui 

tujuani yangi telahi ditentukani agari berjalani efektifi dani efisien.  

2. Fungsi Pengelolaan 

Dari sekian banyak fungsi terkait manajemen, terdapat empat fungsi 

inti yakni perencanan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. 

Adapun penjelasan dari fugsi-fungsi tersebut adalah:  

a. Perencanaan (Planning)  

Yakni pemilihan dan penghubungan antara fakta dan penguatan 

asumsi tentang masa depan dalam pembuatan konsep visual serta 

perumusan atau rencana kegiatan yang diusulkan dan diperlukan guna 

mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, perencanaan kegiatan 

seperti pengambilan keputusan, karena pada pengambilan keputusan 

terdapat pemilihan akan alternatif kepuasan dimana pada proses itu 

memerlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke 

depan yang tujuannya adalah untuk merumuskan suatu pola dari 

himpunan-himpunan tindakan untuk masa mendatang (M. Manulang, 

1990:17). 
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b. Pengorganisasian 

Keseluruhan proses dalam pengelompokan orang, alat, tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga 

terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu 

kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan adalah 

definisi dari pengorganisasian. (Susilo Martoyo, 1998: 89) 

c. Pergerakan 

Suatu perlakuan menggerakkan atau mendorong orang - orang 

dalam suatu organisasi, tujuannya agar dengan kemauan penuh ingin 

berusaha mencapai tujuan organisasi yang berlandaskan pada 

perencanaan dan pengorganisasian. Penggerakan ini mencakup penetapan 

dan pemuasan kebutuhan manusiawi baik dari pegawai-pegawainya, 

memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan, dan memberi 

kompensasi kepada mereka. Actuating atau ”gerakan aksi“ mencakup 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam mengawali dan 

melanjutkan kegiatan yang ditetapkan dengan unsur-unsur perencanaan 

dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai (Susilo 

Martoyo, 1998:116) 

d. Pengawasan 

Merupakan sebuah pengecekan dimana ketika yang terjadi apakah 

sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, intruksi yang 

dikeluarkan ataupun sesuai dengan prinsip yang telah di tetapkan 

sebelumnya. (Sofyan Syafri, 1996:282). 
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3. Konsep Pengelolaan 

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu 

hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. 

Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar 

lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. 

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa: Pengelolaan merupakan istilah 

yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan 

berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses 

mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi 

pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses 

mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang 

ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan 

sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. 

Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan 

pada dua faktor penting yaitu: 

a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga 

menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. 

b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu 

agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.  

Selanjutnya Atmosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa: 

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber 

daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan 
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suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Atmosudirjo menitikberatkan 

pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor 

sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan 

yang telah dibuat. Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan 

pengertian pengelolaan adalah: Suatu proses tertentu yang terdiri atas 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang 

dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara 

menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, 

Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, 

mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lain.  

Sedangkani Terryi (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan 

sama dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatui 

proses membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan 

dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat 

menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen atau 

pengelolaan seringkal disebut dan dikaitkan dengan sebuah aktivitas dalam 

sebuah organisasi yang biasanya berupa langkah seperti dimaksud diatas. 

Asal kata manajemen sendiri adalah to manage yang berarti menangani, 

memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan 

batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai 

usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini 



 

 
 

16 

merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

B. Badan Usahai Miliki Desai (BUMDes) 

Pada bukui panduan BUMDes yang telah di keluarkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional (2007:4), Menyebutkan BUMDes 

merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan 

potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan 

dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan 

partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi 

masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha 

yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan 

ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Kapasitas 

kelembagaan yang kuat kemudian akan membuat peraturan yang sifatnya 

mengikat untuk seluruh anggota (one for all). 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, 

Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 

menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut 

BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:  
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1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan 

institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa) 

2.  BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia 

dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat 

kolektif. 

3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. 

4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan 

menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif 

Desa. 

Pada PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 Tentang 

Badan Usaha Milik Desa tertera bahwa BUMDes kemudian dapat dibentuk 

keadaan dilapangan seperti kebutuhan serta potensi desa. Apa yang dimaksud 

dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah:  

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. 

2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal 

terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar. 

3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai 

aset penggerak perekonomian masyarakat. 

4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga 

masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. 
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Departemen Pendidikan Nasional melalui buku panduan BUMDes 

(2007:6) menjelaskan bahwa BUMDes adalah sebuah alat yang dapat 

digunakan masyarakat desa dalam menjalankan usaha. Apa 

yangidimaksudidengani“usahai desa” adalah 

Jenisiusahaiyangimeliputiipelayananiekonomiidesaisepertiiantarailain: 

1. Usahai jasai keuangan, i jasai angkutani darati dani air, i listriki desa, i dani 

usahai sejenisi lainnya.  

2. Penyalurani sembilani bahani pokoki ekonomii desa. i 

3. Perdagangani hasili pertaniani meliputii tanamani pangan, i perkebunan, i 

peternakan, i perikanan, i dani agrobisnis.  

4. Industrii dani kerajinani rakyat. 

Departemen Pendidikan Nasional (2007:6) melalui Buku Panduan 

BUMDes mengatakan bahwa BUMDes adalah alat yang dapat digunakan 

oleh masyarakat untuk menjalankan usaha di desa. 

1. Badani usahai inii dimilikii olehi desai dani dikelolai secarai bersama. i 

2. Modali usahai bersumberi darii desai (51%)i dani darii masyarakati (49%)i 

melaluii penyertaani modali (saham atau andil). i 

3. Operasionalisasinyai menggunakani falsafahi bisnisi yangi berakari darii 

budayai lokali (local wisdom). i 

4. Bidangi usahai yangi dijalankani didasarkani padai potensii dani hasili 

informasii pasar. i 
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5. Keuntungani yangi diperolehi ditujukani untuki meningkatkani 

kesejahteraani anggotai (penyerta modal) i dani masyarakati melaluii 

kebijakani desai (village policy). i 

6. Difasilitasii olehi Pemerintah, i PemProv, i PemKab, i dani PemDesi 

7. Pelaksanaani operasionalisasii dikontroli secarai bersamai (PemDes, BPD, 

anggota). i 

C. Pembentukan BUMDes 

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan 

pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan 

budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk 

dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan 

Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah 

benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi 

ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara 

spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa 

meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang 

berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa 

melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam 

mengembangkan usaha produktif. Penyediaan media yang beragam guna 

menunjang usaha perekonomian masyarakat desa berdasarkan potensi dan 

kebutuhan desa adalah tujuan lain dari BUMDes. 
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Kartasasmita (1997: 23) menyatakan bahwa secara konseptual 

pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep 

pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya 

sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan 

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak 

mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan 

memandirikan masyarakat Konsep pemberdayaan BUMDes yang dikemukakan 

disini berpijak pada pemberdayaan BUMDes merupakan proses pemberdayaan 

potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersumber dari, oleh, dan 

untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif. 

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan 

pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, 

melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai 

dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu 

menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. 

Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan 

kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi 

serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih 

berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata kepemerintahan yang 

baik (“good governance”), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan - 
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termasuk perumahan dan permukiman, maupun social (Wahyudin Kessa 

2015:12). 

Rancangan usaha yang dibuat pada periode satu hingga tiga tahun 

adalah penting agar pengelola BUMDes dapat memenuhi ekspektasi tujuan 

awal serta kinerja yang terukur dan juga mereka memiliki panduan yang jelas 

berupa sebuah rencana yang digunakan sebagai pedoman langkah kerja dan 

hasilnya. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris 

BUMDes. Point lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekruitmen 

dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang 

bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. 

Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu 

dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-

tugasnya dengan baik (Wahyudin Kessa 2015: 14) Selain tahap-tahap 

pembentukan, ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam pembentukan 

BUMDes yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat 

pembentukan BUMDes diantaranya yaitu: 

1. Merupakan inisiatif dari pemerintah desa dan atau masyarakat melalui 

musrenbang desa. 

2. Terdapatnya potensi desa berupa usaha ekonomi masyarakat. 

3. Harus Sesuai dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. 

4. Terdapat kekayaan desa berupa sumber daya desa yang belum dimanfaatkan 

secara optimal. 
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5. Tersedia SDM Desa yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset 

penggerak perekonomian masyarakat desa.  

6. Terdapat Kegiatan yang berupa pergerakan ekonomi warga lokal yang 

pengelolaannya parsial namun akomodasi nya kurang. 

7. Prioritas peningkatan pada pendapatan masyarakat lokal dan Pendapatan 

Asli Desa.  

Pada saat awal pembentukan BUMDes, tahapan yang sifatnya 

partisipatif oleh masyaraat diperlukan guna memastikan jalannya 

perekonomian serta keadaan demokratis di desa. Tahap-tahap tersebut 

meliputi:  

1. Sosialisasi Tentang BUMDes. 

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) 

baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping desa 

yang berkedudukan di Kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang 

berkedudukan di Kabupaten, dan (ii) Pendamping pihak ketiga (Lembaga 

Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau 

perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan 

kelembagaan desai memahami tentang apa BUMDesa, tujuan pendirian 

BUMDesa, manfaat pendirian BUMDesa dan lain sebagainya. Keseluruhan 

para pendamping maupun kader pemberdayaan masyarakat desa melakukan 

upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDesa 

akan memberikan manfaat kepada desa. 
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2. Pelaksanaani Musyawarahi Desai 

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 

antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 

oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Desa 

pada praktiknya diselenggarakan oleh BPD dimana kegiatan ini di fasilitasi 

oleh Pemerintah Desa guna agar pembahasan berikut dapat 

dimusyawarahkan:  

a. Potensi Desa yang pengembang dan pengelolannya dapat menjadi 

usaha/bisnis. 

b. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar 

Desa. 

c. Menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikas jenis 

usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hokum (PT dan LKM) 

maupun tidak berbadan hukum. 

d. Pengelola BUMDes dalam penentuannya dibahas pada Musyawarah 

Desa yang nantinya akan menggunakan Perdes tentang Pendirian 

BUMDes yang isinya berupa struktur organisasi dan nama pengurus. 

e. Merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. 

AD/ART dibahas dalam Musyawarah Desa dan hasil naskah AD/ART itu 

ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayati (5) 

PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUMDes merupakan 

norma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART 



 

 
 

24 

tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa 

tetap mendasari substansi AD/ART. 

3. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDes 

Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan 

dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa 

tentang susunan Kepengurusan BUMDes. 

D. Pembentukan BUMDes Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

Pemberdayaan secara mendasar merupakan pendekatan proses 

pembangunan dimana menempatkan pada pemberian kekuatan, kemampuan 

dan kewenangan pada masyarakat guna mengikuti proses pembangunan 

tersebut. Terlepasnya masyarakat dari kemiskinan dan kuatnya posisi 

masyarakat pada posisi struktur secara sosial, ekonomi dan kekuasaan adalah 

dua hal yang dapat dicapai akibat pemberdayaan (Chabib Sholeh 2014:105). 

Monopoli kekuasaan dampak dan masalah yang timbul akibat 

ketidakpercayaan, baik pemerintah terhadap rakyat maupun sebaliknya. Oleh 

karena itu, pembangunan mendasar berupa kepercayaan antara masyarakat dan 

pemerintah penting untuk dilakukan guna mempercepat tujuan pembangunan. 

Terkait pembangunan, Oleh pemerintah pendekatan paling rasional adalah 

sebuah pembangunan yang partisipatif dan bukan pendekatan mobilisasi 

(Chabib Sholeh 2014:16). 

Penggunaan pembangunan model partisipasi kemudian berarti 

memberikan segala kesempatan terkait pembangunan kepada masyarakat, 
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mulai dari perencanaan, pengawasan hingga proses pertanggungjawaban terkait 

pembangunan itu sendiri sehingga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan 

subjek pembangunan sehingga accountability, responsibilty dan transparancy 

yang membuat pembangunan lebih mudah terwujud. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah program pemerintah yang 

dimana dapat digunakan sebagai contoh sebagai konsep pemberdayaan dan 

desentralisasi. Dengan BUMDes, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan 

ekonomi desa yang masyarakatnya mandiri. 

Sebagai objek pembangunan, masyarakat seringkali cenderung 

bergantung kepada pemerintah dimana hasilnya berpengaruh terhadap 

keseharian mereka. Sehingga pembinaan adalah hal yang mutlak bagi 

masyarakat dalam pembentukan badan usaha guna mencapai tujuan dari 

program yang dibuat. 

Chabib Sholeh (2014: 96-97) mengemukakan kegiatan pokok dalam 

proses pemberdayaan diantaranya yaitu: 

1. Tahap Penyadaran; dimana keberdayaan masyarakat, baik sebagai individu 

maupun anggota dari lingkup yang lebih besar dapat berpengaruh kepada 

lingkungan fisik sosial, ekonomi, budaya dan politik. 

2. Tahap Penunjukan Adanya Masalah; pada tahapan ini, masyarakat 

seringkali tidak sadar dan tidak mengerti akan apa yang terjadi disekeliling 

mereka hingga terjadi gap antara pengharapan kondisi dan fakta kondisi 

yang ada. Oleh karena itu, tahapan ini penting untuk memberi pemahaman 
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akan proses sebab-akibat masalah yang terjadi serta solusi yang 

mengandalkan kondisi SDA, SDM serta sarana dan prasarana yang ada. 

3. Tahap Membantu Pemecahan Masalah; pada tahapan ini, pemberdaya 

kemudian membantu masyarakat untuk memecahkan masalah mereka 

secara mandiri dengan menganalisa kemampuan dan kelemahanm peluang 

dan tantangan, hingga dapat merumuskan alternatif jalan keluar pemecahan 

masalah. 

4. Tahap Menunjukan Akan Pentingnya Perubahan; pada tahapan ini, titik 

berat penjelasan bahwa mengapa perubahan mesti dilakukan penting 

dijelaskan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan apa, kapan, mengapa 

serta bagaimana dan kondisi apa yang diinginkan terkait perubahan. 

5. Tahap Penguatan Kapasitas; pada tahapan ini, pemberian kesempatan  dan 

penguatan kepercayaan diberikan kepada kelompok masyarakat / sasaran 

guna menyampaikan bahwa gagasan atau ide kreatif mereka erat kaitannya 

dengan akses informasi dan permodalan.  

Sayuti (2011:719) berpendapat bahwa masyarakat desa perlu 

dintervensi melalui pembelajaran pemberdayaan. Model pembelajaran untuk 

pemberdayaan masyarakat itu komponen-kompoen diantaranya yaitu: 

1. Penyadaran, terkait deskripsi BUMDes beserta visi dan misi pembentukan 

BUMDes.  

2. Perencanaan, sebagai bentuk persiapan masyarakat untuk pendirian 

BUMDes seperti nama dan wilayah kerja, penentuan bidang usaha yang 

akan digeluti, sampai pemilihan kepengurusan BUMDes. 
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3. Pengorganisasian bertujuan untuk memastikan BUMDes berjalan dengan 

baik sesuai dengan visi misi yang telah disepakati. 

4. Penilaian ini dilakukan untuk bahan evaluasi bagi BUMDes agar menjadi 

lebih baik kedepannya. 

E. Prinsip dalam Pengelolaan BUMDes 

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen 

Pendidikan Nasional (2007:13). Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting 

untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara 

yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan 

masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: 

1. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan 

kelangsungan hidup usahanya. 

2. Partisipatif, yaitu komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia 

secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang 

dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 

3. Emansipatif, yaitu komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 

4. Transparansi, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat 

dengan mudah dan terbuka. 

5. Akuntabel, yaitu dimana posisi kegiatan usaha secara teknis maupun 

administratif dapat dipertanggungjawabkan. 



 

 
 

28 

6. Sustainabel, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan 

dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. 

Penjabaran Chabib Sholeh (2014: 83-84) menjelaskan bahwa 

pemberdayaan, desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus 

dilalukan berdasarkan: 

1. Azas Kesukarelaan, kegiatan BUMDes dilakukan tanpa adanya paksaan dan 

atas dasar keinginan sendiri. 

2. Azas Kesetaraan, dimana seluruh pemangku kekuasaan BUMDes memiliki 

kedudukan dan posisi yang setara serta tanpa diskriminasi. 

3. Azas musyawarah, pengemukaan pendapat atau gagasan dapat dilakukan 

oleh setiap anggota dengan pengambilan keputusan dilakukan secara 

musyawarah untuk mencapai mufakat. 

4. Azas keterbukaan, dimana seluruh kegiatan BUMDes yang dilakukan secara 

terbuka guna memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli 

satu sama lain agar tidak menimbulkan kecurigaan. 

F. Kemandirian Masyarakat Desa 

Pengertian dan ciri kemandirian masyarakat disebutkan Borni 

Kurniawan (2015:17) dimana beberapa diantaranya yaitu: 

1. Masyarakat Desa mandiri adalah masyarakat yang secara lokal pemenuhan 

kebutuhannya diperoleh secara mandiri dan tidak bergantung kepada pihak 

pemerintah atau pihak lain yang sifatnya stimulant. 

2. Masyarakat Desa mandiri adalah masyarakat yang memiliki kerjasama yang 

baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, memiliki kemampuan 
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keahlian, keterampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja 

yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan 

menggunakan teknologi tepat guna,  mampu menyusun dan melaksanakan 

pembangunan desanya. 

3. Masyarakat Desa mandiri adalah desa mampu mengatur dan membangun 

desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan 

masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. 

Terkait kemandirian masyarakat, Zulkifli (2010:1) mengkategorikan 

nya kedalam bentuk–bentuk seperti dibawah, yaitu: 

1. Kemandirian material / ekonomi, terkait kemampuan pemenuhan hidup 

masyarakat. 

2. Kemandirian intelektual, berkaitan dengan pemecahan masalah yang 

dihadapi secara mandiri. 

3. Kemandirian berorganisasi, dimana masyarakat secara otonom dapat 

membina diri sendiri dengan pengelolaan kolektif guna membawa 

perubahan secara umum. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Sebagai penunjang penelitian, penulis menyajikan data berupa 

penelitian terdahulu karena dianggap penting agar dapat dilihat perbedaan dan 

persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Tindakan ini juga bermanfaat untuk membuktikan dan menjamin orisinalitas 
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penelitian oleh penulis. Berikut adalah sajian beberapa penelitian terdahulu, 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tasbih Fajrih pada tahun 2015 yang 

berjudul: “Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Bantaeng”. kesimpulan dari penelitian ini yaitu:  

a. Peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) khususnya di desa Labbo yaitu, Kepala desa sebagai 

komisaris yang dijabat secara ex officio (menjalankan dua jabatan dalam 

satu sistem). Perannya sebagai komisaris dari hal perencanaan, dimana 

ini berarti penentuan unit usaha BUMDes oleh komisarsis, peran aktif 

pengorganisasian dan fasilitator oleh komisaris dalam penatakelolaan 

BUMDes jika terdapat suatu masalah di dalam struktur organisasi 

pengelola, kepala desa tidak terlalu aktif lebih banyak digantikan oleh 

komisaris yang memberikan nasehat kepada jajaran direksi, tetapi pada 

proses pengawasan kepala desa bersifat aktif yang tentu diharapkan 

memberikan kontribusi agar BUMDes menjadi lebih efektif dan efisien 

b. Dalam proses pengelolaan BUMDes ganting di Desa Labbo, muncul 

faktor yang sifatnya mendukug maupun menghambat. Faktor pendukung 

yaitu potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia, dana hibah dari pemerintah daerah, dan fasilitas 

operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi factor penghambat yaitu 
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kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa 

Labbo, koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fajarwati pada tahun 2016 yang 

berjudul: „Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 

Desa Pedegangan Kecamatan Pedegangan Kabupaten Tangerang”. Adapun 

kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Keterlamabat Payung hukum di tingkat daerah membuat pengelolaan 

BUMDes terlambat. Hal ini dikarenakan keterlambatan perda dan perbup 

oleh BPMPPD Kabupaten Tangerang mengenai BUMDes mengacu pada 

UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa. 

b. SDM secara kuantitas sangat kuran dalam pelaksanaan program 

BUMDes, hal ini dikarenakan keterlambatan penetapan pengurus yang 

oleh direktur BUMDes dimana hanya terdapat satu penganggun jawab 

setiap unit usaha tanpa ada staff pembantu. Sumber daya yang ada tidak 

terlalu faham teknologi IT sehingga masih dilakukan pembukuan secara 

manual merupaklan kekurangan kualitas. 

c. Secara administratif belum terkelola dengan baik, seperti pembukuan 

manual dan penginputan yang tidak rutin menyebabkan kesulitan pada 

saat mendapatkan data, salah satunya data yang sulit peneliti dapatkan 

adalah data keuangan yang mendukung pernyataan peneliti. 
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H. Kerangka Konsep 

Dalam Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dimana 

dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, 

dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan 

pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, 

professional dan mandiri guna mencapai tujuan dari BUMDes dilakukan 

dengan cara pemenuhan kebutuhan baik produktif maupun konsumtif 

masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola 

masyarakat dan Pemerintah desa. Dimana BUMDes ini berperan sesuai dengan 

aturan BUMDes pada pasal Pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, 

menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu, telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur 

mengenai BUMDes, yaitu pada Pasal 78-81, Bagian Kelima tentang Badan 

Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. 
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Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa Di Desa Rompegading 

Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Lewat BUMDes 

a. Pemenuhan kebutuhan 

dasar. 

b. Pembangunan sarana dan 

prasarana.  

c. Pengembangan potensi 

ekonomi lokal. 

d. Pemanfaatan sumber 

daya alam dan 

lingkungan. 

Faktor – Faktor yang berpengaruh : 
A. Interal : 

1. Keterbatasan modal yang 

dimiliki BUMDes 

2. Sikap masyarakat yang 

tradisional. 

B. Eksternal : 

1. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan Tekhnologi 

yang terlambat. 

2. Adanya komitmen dari 

pemerintah. 

3. Tersedianya sumber daya 

alam yang melimpah. 

PENGELOLAAN BUMDES 

Kerangka Konsep 

   

 

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Gambar 1. Kerangka Konsep
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tipe dan Dasar Penelitian 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

yang bertujuan untuk mengungkapkan serta mendapatkan informasi yang 

lebih menekankan pada masalah proses dan makna dalam mendeskripsikan 

suatu masalah. Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu untuk 

mengetahui atau menggambarkan kenyataan atau realita dari kejadian yang 

diteliti ataupun penelitian perbandingan atau menghubungkan dengan variabel 

lain (Sugiono, 2009:11). 

1. Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif yang 

pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013: 1). 

Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin 

menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci 

dan tuntas (Sugiyono, 2013: 1). 

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu 

fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang 
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sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan 

detail suatu data yang diteliti dengan bersifat deskriptif. 

Dalam Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan dengan metode 

kualitatif ini tidak menggunakan data kuantitatif namun penekanan tidak 

pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha dalam menjawab 

pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif 

(saafihudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007: 5). 

Sedangkan pengertian penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian 

yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena (M. Iqbal 

Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002: 13-14). 

Metode ini cocok dalam penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengungkapkan fakta, fenomena, keadaan, variable, 

kejadian, serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung 

dengan menyuguhkan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Penelitian ini 

akan menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi 

yang sedang terjadi dengan apa adanya, sikap serta pandangan yang terjadi 

di dalam suatu organisasi, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, 
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hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada 

serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya. 

2. Dasar Penelitian 

Dasar penelitian merupakan suatu rancangan kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, penyajian dan analisis data yang dilakukan oleh kelompok 

atau individu dan dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis dalam 

rangka untuk memahami dan memahamkan serta memecahkan suatu 

masalah yang akan diteliti. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, 

Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, penilitian ini dilaksanakan pada bulan 

Januari – Februari 2021. 

C. Informan 

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang 

terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian 

ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam 

pengelolaan BUMDes Rompegading. 

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah: 

1. Sakmawati, SS. MM. selaku Kepala Desa Rompegading sebagai unsur 

pimpinan pemerintah desa. Untuk mendapatkan informasi tentang 

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Rompegading. 

2. Qashirah, S.Pd. selaku Direktur BUMDes Rompegading sebagai unsur 

pelaksana. Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan BUMDES 

di Desa Rompegading. 
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3. Sinar Utami, S.Km. selaku masyarakat yang merasakan kegunaan 

BUMDES di Desa Rompegading.  

D. Jenis dan Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber 

data, yaitu: 

1. Data Primer, sumber data yang langsung berasal dari wawancara 

narasumber / informan guna mendapatkan informasi relevan dan fakta 

lapangan. 

2. Data Sekunder, merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelunya 

dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi 

kebutuhan data penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penelitian menggunakan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan) 

Moleong (2006: 173) Menyatakan observasi adalah teknik pengumpulan 

data-data melalui proses pengamatan secara langsung di lapangan atau 

dilokasi. 

2. Wawancara (Interview) 

Esterbag dalam Sugiyono (2013: 72) mengutip bahwa wawancara 

merupakan pertemuan antara dua orang dalam bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. 
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3. Studi Kepustakaan (Literatur Review) 

Menurut Arikunto (2006) studi kepustakaan adalah metode pengumpulan 

data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur 

lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. 

F. Teknik Analisis Data 

Didalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan diseleksi 

menggunakan teknik analisis dan deskriptif dimana data-data yang telah ada 

baik itu data primer maupun sekunder yang kemudian akan diambil 

kesimpulan sebagai bentuk jawaban terkait masalah yang akan diteliti. 

Adapun mengenai teknik analisis data diatas yang dikemukakan oleh Miles 

dan Hubermen dalam Jam‟an Satori dan Aan Komariah (2010: 39) dapat 

diterapkan melalui tiga alur penerapan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian 

pada penyederhaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksinya dengan 

meringkas, memberi kode, menelusuri tema memberi gugus-gugus dan 

menulis memo. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sigiono, 2010: 338) 

mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan 

temanya dan membuang yang tidak perlu. 

2. Penyaji Data 

Penyajian Data dirancang guna menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Misalnya dituangkan 
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dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Lebih lanjut 

Miles dan Huberman (Sigiono, 2010: 341) bahwa yang paling sering 

digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Penarikan Kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, mencatat, 

keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin 

sesuai dengan alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan juga 

diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan 

atau meminta respon atau komentar responden yang telah dijaring datanya 

untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kecocokan 

dan kekokohannya. 

G. Definisi Operasional 

1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. 

2. Badan usaha milik Desa merupakan usaha Desa yang sifatnya berbadan 

hukum dimana pengelolaannya Pemerintah Desa, dan pendiriannya sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi Desa. Selanjutnya Pembentukan BUMDes 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

3. Meningkatkan berarti menaikan (derajat, taraf, dan sebagainya). 

Meningkatkan juga berarti juga mempertinggi. Meningkatkan juga berarti 

memperhebat (produksi dan sebagainya). 
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4. Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum, sejahtera menunjuk 

ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam 

keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. 

 Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah 

sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya 

adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 

Kata society berasal dari bahasa latin, societas, yang berarti hubungan 

persahabatan dengan yang lain. 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Sehat
https://id.wikipedia.org/wiki/Damai
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Desa Rompegading 

Secara geografis Desa ROMPEGADING terletak diantara 4°06‟00 - 

4°32‟0” Lintang Selatan dan 119° 4,2‟ 18‟‟ – 120° 06‟ 13”  Bujur Timur, 

terletak sekitar 198 Km disebelah utara Kota Makassar ibukota Provinsi 

Sulawesi Selatan. Desa Rompegading memiliki temperatur udara antara 

25° - 33° C, keadaan angin berada pada kecapatan lemah sampai sedang 

dan curah hujan rata - rata 177 mm dan 125 hari hujan pertahun. 

Geomorfologi Desa Romegading terdiri dari daratan dan perbukitan, 

dimana sebagian besar wilayah Desa rompegading adalah Daratan yang 

mayoritas lahannya digunakan untuk persawahan. 

Desa Rompegading terletak di Wilayah Kecamatan Liliriaja yang 

dengan Luas Wilayah Desa Rompegading adalah 1300 Ha , dengan batas 

wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara :  Kelurahan Galung 

b. Sebelah Timur :  Kelurahan Jennae 

c. Sebelah barat :  Desa Pattojo   

d. Sebelah Selatan :  Desa Timusu 

Wilayah Administrasi Desa Rompegading terdiri dari 2 (dua) Dusun 

yaitu Dusun Rompegading dan Dusun Polewali dimana Dusun 

Rompegading terdiri dari kampung Paleppong, Maccini Selatan, 
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Paddeppung, Anranga Selatan, Anranga Utara, Tessiabeng, Jalan Lawara, 

kemudian Dususn Polewali terdiri dari kampung Lawara, Messangaeng, 

Tae. Desa Rompegading terdiri dari 5 RW dan 12 RT. 

Tabel 1. Daftar Nama Dusun dan RW/RT 

No Nama Dusun Jumlah RW Jumlah RT 

1. 

2. 

Rompegading 

Polewali 

3 

2 

8 

4 

Jumlah 5 12 

  (Sumber: Kantor Desa Rompegading, Tahun 2017) 

Jumlah Penduduk Desa Rompegading akhir Tahun 2017 

berjumlah 2.915 Jiwa terdiri dari: Laki – laki 1211 orang dan Perempuan  

11393 orang. 

Sedangkan untuk jumlah kepala keluarga mencapai 700 KK. Untuk 

tingkat kesejahteraan penduduk Desa Rompegading yakni Pra sejahtera 

253 KK, dan Sejahtera 447 KK. Mata Pencaharian di Desa Rompegading 

mayoritas pertanian dimana sebagian besar mata pencaharian penduduk 

adalah petani / pekebun, buruh tani dan sebagaian kecil adalah pegawai 

Negeri dan Wiraswasta. Pada beberapa rumah tangga usaha pemeliharaan 

ternak juga menjadi mata pencaharian. 

2. VISI & MISI DESA ROMPEGADING 

a. Visi 

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa 

Rompegding saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa 

Rompegading pada periode 5 (lima) tahun ke depan (Tahun 2020-

2026), disusun visi sebagai berikut : “Pemerintahan Desa Yang 

Melayani dan Masyarakat Yang Produktif Untuk Mewujudkan Tata 

kelolah Pemerintahan Desa yang lebih baik dan Masyarakat yang 

Religius, Mandiri dan Sejahtera” 

b. Misi 

Pemerintahan Desa Yang Melayani mengandung pengertian 

bahwa Perananan pemerintah desa dalam melaksankan 

pelayanannannya untuk mencapai Pemerintahan yang Good 

Governance, Good Governance adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, 

kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam 

hal pelayanan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, 

khususnya yang berkaitan dengan tata kelola kepemerintahan desa. 

Dalam rangka membangun good governance, dalam era reformasi 

sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) 

menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan 

mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi 

antara lain : (1) akuntabilitas (accountability) yang di artikan sebagai 

kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya; (2) 

keterbukaan dan transparansi (openness and transparency) dalam arti 

masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetepi juga 

ikut berperan dalam proses perumusannya; (4) partisipasi masyarakat 
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dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. 

Adapun yang dimaksud Masyarakat Yang Produktif adalah masyarakat 

yang memiliki jiwa untuk selalu meningkatan pendapatan untuk 

kesejahteraan. Tata kelolah Pemerintahan Desa yang lebih baik 

mengandung arti bahwa Pemerintah Desa Mengupayakan untuk 

pencapaian Pemerintahan yang Good Governance. Sedangkan yang 

dimaksud dengan Masyarakat Yang Religius adalah masyarakat yang 

mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan 

memiliki Iman Taqwa (IMTAQ) serta memgapilkasikan keilmuan 

yang diimiliki untuk pengembangan Masyarakat di Desa . Yang 

dimaksud Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera adalah bahwa 

diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara 

lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, 

kesehatan, rasa aman dan tentram). 
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3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rompegading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rompegading 
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4. Profil BUMDes Rompegading 

a) STRUKTUR ORGANISASI BUMDES ROMPEGADING 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi BUMDES Rompegading. 
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b) VISI DAN MISI BUMDES ROMPEGADING 

1) Visi : Terwujudnya Desa Rompegading Sebagai Desa Mandiri 

Dengan Mengoptimalkan Potensi Desa Melalui Pemberdayaan 

Masyarakat Khususnya Perempuan. 

2) Misi : 

 Meningkatkan PAD Melalui Pengelolaan Dan Pengembangan 

Potensi Desa. 

 Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Mengembangkan 

Potensi Dirinya. 

 Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Melalui 

Bumdes. 

B. Analisis Penerapan Prinsip Pengelolaan Bumdes Rompegading 

Menggunakan Prinsip Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Desa Rompegading 

 

1. Pengelolaan BUMDes Rompegading Berdasarkan Prinsip Buku Panduan 

BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:13). 

Hakikat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi, 

atau badan pemerintahan terhadap penyesuaian lingkungan eksternalnya. 

Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami 

kemunduran atau kegagalan. Apabila ditinjau dari perspektif manajemen, 

maka strategi adalah upaya mengembangkan keunggulan-keunggulan atau 

institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian 
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tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi menyinggung masalah 

bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi dan 

masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya. 

Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, 

mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan- keputusan lintas 

fungsinal yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. 

Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi serta 

menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Perencanaan 

jangka panjang sebaliknya berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren 

dewasa ini untuk esok. Menerapkan manajemen strategi tentu tidak hanya 

memikirkan apa yang dibutuhkan saat ini, namun memikirkan apa yang 

akan terjadi dimasa yang akan datang. Untuk itu dalam menerapkan 

manajemen strategi menghasilkan startegi yang berguna menyukseskan 

tujuan organisasi. Strategi haruslah dibuat oleh penyusun yang ahli dalam 

bidangnya. Penyusun strategis adalah individu-individu yang paling 

bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. 

Penyusunan organisasi membantu organisasi mengumpulkan, 

menganalisis, serta mengorganisasi informasi. Mereka melacak 

kecenderungan-kecenderungan industri dan kompetitif, mengembangkan 

model peramalan dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja korporat dan 

ndividual, mencari peluang-peluang, mengidentifikasi ancaman dan 

mengembangkan rancangan aksi yang kreatif (ahmad.2016). 
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Agar berjalannya BUMDes dengan baik terdapat beberapa prinsip 

pengelolaan BUMDes: 

a. Kooperatif. 

Prinsip pengelolaan kooperatif diartikan sebagai sebuah 

komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan 

kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup 

usahanya. Komponen yang dimaksud ialah pemerintah Desa, BPD, 

pemerintah Kabupaten dan masyarakat (afifa.2018). dalam prinsip 

kooperatif sangat menentukan keterlibatan masyarakat sebagai suatu 

hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes, begitupula pada 

BUMDes yang ada di Desa Rompegading, Kec. Liliriaja, Kabupaten 

Soppeng. Berikut wawancara peneliti dengan pengurus BUMDes 

tentang prinsip kooperatif, mengatakan bahwa: 

“kerjasama team sangat dibutuhkan dalam pengelolaan 

BUMDes ini, terutama dalam pengelolaan managemen baik 

dalam faktor keuangan ataupun non keuangan (sistem)”  

(Qashirah, S.Pd. - Direktur BUMDes Rompegading pada 

tanggal 9 Februari 2021) 

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa kerjasama tim 

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu organisasi 

ataupun perusahaan, dalam hal ini BUMDes di desa Rompegading. 

Prinsip kooperatif dimana mengharapkan adanya partisipasi dari 

keseluruhan komponen yang terlibat dalam pengelolaan suatu 

BUMDes tentunya mengharapkan kerja sama yang baik agar dapat 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara 
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membuktikan bahwa selaku pengurus BUMDes, mereka mengakui 

bahwa prinsip kooperatif atau kerjasama adalah prinsip yang 

dibutuhkan, terutama yang terkait pada keuangan maupun non-

keuangan. Dari informasi tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pada BUMDes di Desa Rompegading Kec.Liliriaja Kabupaten 

Soppeng itu telah memperhatikan prinsip pengelolaan BUMDes 

dengan memperhatikan adanya kerjasama dalam pelaksanaannya, 

terutama yang terkait pada masalah keuangan maupun non keuangan. 

b. Partisipatif 

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 

bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan 

kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes 

(afifa.2018). pada BUMDes di Desa Rompegading juga menerapkan 

prinsip partisipatif dalam pengelolaan BUMDesnya, hal tersebut 

dibuktikan dengan keterbukaan BUMDes menerima segala masukan 

atau ide-ide dalam pengelolaan BUMDes, terkait hal itu Berikut 

wawancara peneliti dengan Pengurus BUMDes tentang prinsip 

partisipatif, mengatakan bahwa: 

“Partisipasi Masyarakat dalam bentuk gagasan-gagasan dan 

ide-ide perencanaan program BUMDes kedepan, mereka 

terminate dalam pengupayaan kemajuan BUMDes” 

(Qashirah, S.Pd. - Direktur BUMDes Rompegading pada 

tanggal 9 Februari 2021) 

Hasil wawancara membuktikan bahwa, ide gagasan terkait 

perencanaan BUMDes kedepan juga didapatkan dari masyarakat 
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merupakan bentuk partisipasi terkait kontribusi secara sukarela kepada 

BUMDes. Prinsip Partisipastif merupakan semua atau keseluruhan 

komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharapkan 

dapat memberikan kontribusi baik masukan-masukan atau ide-ide 

secara sukarela atau tanpa diminta demi meningkatkan usaha 

BUMDes, berdasarkan pengertian tersebut dan berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

BUMDes yang ada di Desa Rompegading Kec,Liliriaja Kabupaten 

Soppeng telah memenuhi prinsip partisipatif dalam pengelolaannya, 

dengan begitu usaha BUMDes diharapkan bisa meningkat berdasarkan 

dengan ide-ide dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang terlibat. 

c. Emansipatif 

Emansipatif adalah Semua komponen yang terlibat di dalam 

BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, 

dan agama. Dalam pengelolaan BUMDes dengan adanya prinsip 

emansipatif memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk terlibat 

tanpa perbedaan. Pada BUMDes di Desa Rompegading Kec.Liliriaja 

kabupaten Soppeng sendiri berdasarkan pengamatan peneliti melihat 

perempuan banyak terlibat didalamnya, mengenai hal tersebut berikut 

wawancara peneliti Berikut wawancara peneliti dengan pengurus 

BUMDes tentang prinsip emansipatif, mengatakan bahwa: 

“dari awal pembentukan BUMDes Rompegading, prioritas dan 

sasaran utama adalah perempuan , agar supaya mereka 

berdaya guna dan tidak dianggap sebelah mata, dan 

mendapatkan perlakuan yang sama.” 
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(Qashirah, S.Pd. - Direktur BUMDes Rompegading pada 

tanggal 9 Februari 2021) 

Berdasarkan pernyataan informan, informan menjelaskan keadaan di 

lapangan pada BUMDes di Desa Rompegading mereka mempunyai 

pandangan tersendiri dengan memprioritaskan perempuan dalam 

keterlibatan pada pengelolaan BUMDes, hal tersebut agar perempuan 

dapat menyalurkan dan mengembangkan kemampuannya dan tidak 

dipandang sebelah mata atau bahasa lainnya diremehkan. Dengan 

memperiotitaskan perempuan dengan alasan pemberdayaan tentu 

sudah tidak mengikuti prinsip emansipatif karena pada dasarnya 

emansipatif menyatakan bahwa semua komponen yang terlibat harus 

seimbang tanpa membedakan gender, golongan, suku, dan agama. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pada BUMDes 

di Desa Rompegading tidak memenuhi prinsip emnasipatif karena 

memprioritaskan golongan tertentu yaitu perempuan dalam 

pelaksanaan pengelolaannya. 

d. Transparan 

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat 

umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan 

mudah dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 

BUMDes harus mau memberikan informasi tentang BUMDes dan 

tidak mempersulit dalam perolehan informasi tersebut, sehingga 

diperlukan desain sistem pemberian informasi dan aktivitas lain yang 

memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum 
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(afifa.2018). pada BUMDes di Desa Rampogading keterbukaan tentu 

menjadi salah salu faktor yang diperhatikan, mengenai hal tersebut, 

Berikut wawancara peneliti dengan pengurus BUMDes tentang prinsip 

transparan, mengatakan bahwa: 

“model transparansi setiap tahun diadakan laporan 

pertanggungjawaban dengan melibatkan, pemerintah setempat 

dan masyarakat”  

(Qashirah, S.Pd. - Direktur BUMDes Rompegading pada 

tanggal 9 Februari 2021) 

Informan menyampaikan bahwa dalam tiap tahunnya diadakan 

kegiatan laporan pertanggung jawaban sebagai bentuk keterbukaan 

kepada masyarakat terkait pegelolaan BUMDes, adapun dalam 

pelaksanaan pelaporan pertanggung jawaban itu menghadirkan 

masyarakat dan melibatkan pemerintah setempat dan pihak-pihak 

terkait. Dengan begitu segala bentuk kegitan atau usaha juga hasil dari 

usaha dan kegetiana tersebut akan tersampaikan secara jelas melalui 

kegiatan laporan pertanggung jawaban tersebut. 

Transparansi adalah proses keterbukaan kepada publik atas 

informasi dan hal-hal lain terhadap suatu kegiatan atau program. Oleh 

karena itu seluruh kegiatan yang diadakan oleh BUMDes dalam 

pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh terhadap kepentingan 

umum harus terbuka agar segala lapisan masyarakat dapat mengetahui 

informasi atau kegitatan tersebut. Hasil wawancara membuktikan 

bahwa BUMDes melaksanakan laporan pertanggungjawaban dimana 

BUMDes melibatkan birokrasi pemerintah desa setempat bersama 
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dengan masyarakat terkait pelaporan tahunannya. Berdasarkan ha 

tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes di Desa 

Rampogading Kec.Liliriaja Kabupaten Soppeng sudah memperhatikan 

prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaannya. 

e. Akuntabilitas 

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara teknis maupun administratif. Setiap kegiatan usaha yang 

dijalankan oleh BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan untuk 

tetap dapat menjaga prinsip akuntabel. Biasanya dalam bentuk laporan 

pertanggung jawaban yang disampaikan setiap periode oleh pengelola 

BUMDes. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa BUMDes 

yang ada di Desa Rompegading mengadakan laporan pertanggung 

jawaban setiap tahunnya dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, 

dan pihak-pihak yang dianggap perlu. Lebih jauh mengenai itu berikut 

wawancara peneliti dengan pengurus BUMDes tentang prinsip 

akuntabilitas, mengatakan bahwa: 

“akuntabilitas adalah prinsip yg dipegang oleh kami para 

pengurus agar kami dapat dipercaya dan bumdes kami dapat 

dipertanggungjawabkan” 

(Qashirah, S.Pd. - Direktur BUMDes Rompegading pada 

tanggal 9 Februari 2021) 

Hasil wawancara membuktikan bahwa selaku pengurus BUMDes, 

mereka menjunjung tinggi akuntablitas agar dapat dipercaya oleh 

masyarakat dimana segala aktifitas BUMDes dapat 

dipertanggungjawabkan keseluruhannya. Jika dikaitkan dengan teori 



 

 55 

yang menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas merupakan 

keseluruhan kegiatan secara teknis dan administrasi dapat 

dipertanggung jawabkan maka BUMDes yang ada di Desa 

Rompegading Kec.Liliriaja Kabupaten Soppeng bisa disimpulkan 

sudah memenuhi prinsip akuntabilitas berdasarkan data dan informasi 

yang peneliti himpun lalu dianalisis. 

f. Sustainable 

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan 

oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Untuk dapat bertahan dalam 

persaingan usaha, BUMDes harus terus berinovasi dan 

mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh 

komponen BUMDes. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omzet, 

perolehan laba/rugi, kondisi barang/jasa, sistem pelayanan, upaya 

promosi, lokasi dan ekspansi usaha BUMDes. 

Berikut wawancara peneliti Berikut wawancara peneliti dengan 

Pengurus BUMDes tentang prinsip sustainable, mengatakan bahwa: 

“kami melakukan juga program yang berkelanjutan untuk 

nantinya berguna bagi ekonomi desa secara terus menerus. Ini 

tentu merupakan salah satu upaya untuk bisa meningkatkan 

pendapatan BUMDes dan menjaga Kualitas usaha BUMDes”. 

(Qashirah, S.Pd. - Direktur BUMDes Rompegading pada 

tanggal 9 Februari 2021) 

Dalam upaya merawat keberlangsungan BUMDes dengan harapan 

mampu meningkatkan pendapatan agar tujuan mensejahterakan 

masyarakat bisa docapai, maka BUMDes juga memikirkan program 
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yang berkelanjutan agar nantinya dapat dirasakan manfaatnya secara 

terus menerus. 

Hasil wawancara membuktikan bahwa program yang dilakukan 

oleh BUMDes bersifat berkelanjutan dimana dengan program tersebut 

perekonomian desa bisa berputar dengan baik. Berdasarkan teori 

Sustainable yang menyebutkan bahwa masyarakat diharapkan dapat 

mengemabangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDes yang ada di Desa 

Rampogading telah memikirkan program berkelanjutan artinya telah 

memenuhi prinsip sustainable agar tujuan bisa dicapai dengan baik. 

2. Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat Melalui BUMDes Rompegading 

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes 

adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum 

dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis 

mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar 

merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes 

dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat 

Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang kemudian berdasarkan 

UU DESA Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat lewat BUMDes dilakukan melalui beberapa hal 

berikut : 

 



 

 57 

a. Pemenuhan kebutuhan dasar. 

BUMDes merupakan suatu lembaga atau badan perekonomian 

milik Desa yang dikelola oleh pemerintah desa sendiri. Keberadadaan 

BUMDes tentu diharapkan sebagai badan yang membantu masyarakat 

untuk banyak hal termasuk pemenuhan kebutuhan. Begitu pula di Desa 

Rompegading Kec. Liliriaja Kabupaten Soppeng, keberadadaan 

BUMDes diharapkan dapat membantu masyarakat. 

Terkait dengan peran BUMDes terkait pemenuhan kebutuhan 

dasar, berdasarkan wawancara kepada pengurus BUMDes 

Rompegading yang diwakili oleh Direktur Bumdes mengatakan 

bahwa: 

“Peran BUMDes dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

dilakukan dengan pengadaan bahan pokok harian yang 

dibutuhkan masyarakat, seperti bahan dapur berupa beras, 

gula hingga kepada bahan rempah – rempah.” 

(Qashirah, S.Pd. - Direktur BUMDes Rompegading pada 

tanggal 9 Februari 2021) 

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan informan dapat 

dijelaskan bahwa BUMDes yang ada di Desa Rompegading berupaya 

mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. dengan 

begitu pula roda perekonomian di Desa Rompegading bisa terjaga 

sebab kebutuhan-kebutuhan harian salah satunya kebutuhan dapur dan 

rempah-rempah bisa diperoleh di BUMDes yang ada di Desa 

Rompegading tersebut. 

Hasil wawancara dengan pengurus BUMDes menghasilkan 

kesimpulan berupa berbagai macan bahan pokok masyarakat turut 
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disediakan juga oleh BUMDes untuk nantinya dapat menjadi 

penunjang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar nya. 

b. Pembangunan sarana dan prasarana. 

Keberadaan BUMDes tentunya diharapkan manfaatnya oleh 

masyarakat, selain untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, BUMDes 

juga diharapkan dapat memberikan pembangunan sarana dan prasarana 

agar dapat memudahkan dalam proses pelaksanannya. 

Terkait dengan peran BUMDes terkait Pembangunan Sarana 

dan Prasarana, berdasarkan wawancara kepada pengurus BUMDes 

Rompegading yang diwakili oleh Direktur Bumdes mengatakan 

bahwa:  

“Disini, BUMDes membangun sarana berupa penyediaan 

stiker yang digunakan untuk penjualan produk lokal 

masyarakat, dimana prasarana nya kemudian adalah BUMDes 

memberikan tempat khusus untuk menjual produk yang 

sebelumnya telah diberikan stiker untuk menjamin kualitas 

produk lokal” 

(Qashirah, S.Pd. - Direktur BUMDes Rompegading pada 

tanggal 9 Februari 2021) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara diatas dapat 

dijelaskan bahwa keberadaan BUMDes di Desa Rompegading telah 

membantu masyarakat dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, 

dengan adanya BUMDes masyarakat bisa terbantu dalam promosi 

produknya dengan membuat stiker pada produk, BUMdes di Desa 

Rompegading juga menyediakan tempat penjualan khusus untuk 

produk yang sebelumnya telah ditempeli stiker tadi. Dengan begitu 
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bisa dikatakan BUMDes di Desa Rompegading sangat berperan 

membantu masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDes selaku 

informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana 

disediakan oleh pihak BUMDes untuk menunjang produk lokal agar 

dapat disediakan dengan kualitas produk yang terjaga dan itu sangat 

membantu masyarakat. 

c. Pengembangan potensi ekonomi lokal. 

Keberadaan BUMDes sebagai suatu badan perekonomian milik 

pemerintah desa tidak hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar 

ataupun sebagai pemanfaatan sarana dan prasarana, akan tetapi 

keberadaan BUMDes pula diharapkan dapat mengembangkan dan 

memajukan potensi ekonomi lokal. BUMdes di Desa Rompegading 

juga tidak lepas dari perhatian atas pengembangan usaha ekonomi 

lokal, dalam pengelolaan BUMDes ada beberapa usaha yang 

menawarkan produk hasil kreatifitas ataupun potensi lokal 

masayarakat. 

Terkait dengan peran BUMDes terkait Pengembangan Potensi 

Ekonomi Lokal, berdasarkan wawancara kepada pengurus BUMDes 

Rompegading yang diwakili oleh Direktur Bumdes mengatakan bahwa  

“BUMDes Rompegading istimewanya menjual produk lokal 

yang berdasarkan potensi masyarakat desa rompegading. 

Produk bernilai ekonomis yang kami jual berupa tape bolong, 

bolu cukke’, langgoseng. Produk bernilai ekonomis ini kami 

berikan packaging se kreatif mungkin demi menarik perhatian 

dan juga menjaga kualitas rasa yang ada” 
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(Qashirah, S.Pd. - Direktur BUMDes Rompegading pada 

tanggal 9 Februari 2021) 

Hasil wawancara membuktikan bahwa pengurus BUMDes menyadari 

potensi lokal berupa kue khas suku bugis dapat dibuat oleh masyarakat 

desa yang dimana potensi ekonomi ini bernilai ekonomis bagi 

masyarakat sekitar dan BUMDes dapat memfasilitasi nya berupa 

penyediaan sarana dan prasana. Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa keberadaan BUMDes telah berperan penting 

terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat di Desa 

Rompegading, selain itu pula dengan adanya BUMDes kreatifitas khas 

masyarakat lokal tetap bisa terawatt dan terjaga. 

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. 

Sudah banyak dijelaskan sebelumnya mengenai BUMDes yang 

merupakan badan ekonomi milik pemerintah desa. Keberadaan 

BUMDes juga tentunya diharapkan dapat untuk bagaimana kemudian 

sumber daya alam dan lingkungan dari suatu tempat tersebut bisa 

dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghasilkan nilai ekonomi dari 

suatu daerah atau tempat tersebut. Begitu pula dengan BUMDes yang 

ada di Desa Rompegading Kec.Liliriaja Kabupaten Soppeng yang 

menjadi objek pada penelitian ini. keberadaan BUMdes di Desa 

Rompegading juga dimanfaatkan untuk menjadi wadah agar sumber 

daya alam dan lingkungan dapat diolah dan bernilai ekonomis, dengan 

begitu perekonomian masyarakat bisa terbantu. 
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Terkait dengan peran BUMDes terkait Pemanfaat Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan, berdasarkan wawancara dengan informan 

dalam hal ini pengurus BUMDes Rompegading yang diwakili oleh 

Direktur Bumdes mengatakan bahwa :  

“termasuk beras yang kami jual serta olahan kue yang kami 

jual semua merupakan berasal dari sumber daya alam berupa 

persawahan hingga perkebunan yang kami punya” 

(Qashirah, S.Pd. - Direktur BUMDes Rompegading pada 

tanggal 9 Februari 2021) 

Sumber Daya Alam yang ada disekitar, membuat BUMDes 

memanfaatkannya dengan cara menjadikan sumber daya alam yang 

berlimpah tersebut bernilai ekonomis seperti Beras yang dipacking 

kemudian dijual dan juga olahan kue yang kemudian di packing agar 

nantinya dapat dijual kepada masyarakat umum. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut dan berdasarkan pengamatan peneliti saat turun 

dilapangan maka dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kebaradaan BUMDes di Desa Rompegading sangat membantu 

masyarakat dalam mengolah hasil sumber daya alam dan 

lingkungannya, dengan begitu bisa membantu perekonomian 

masyarakat. 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes 

Rompegading telah sesuai dengan proses Pendiriani dani Pengelolaani Badani 

Usahai Miliki Desai (BUMDes) dimana perwujudani darii hal ini adalah 

pengelolaani ekonomii desa melalui BUMDes Rompegading yang terjadi 

dilapangan adalah ekonomi desa secara produktifi terkelola dengan 
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dilakukannya pengelolaan secarai kooperatif, i partisipatif, i emansipatif, i 

transparansi, i akuntabel, i dani sustainable. tidak hanya itu, upaya serius 

BUMDes Rompegadingi untuki menjadikani pengelolaani badani usahai nya 

dapati berjalani secarai efektif, i efisien, i profesionali dani mandirii dan 

nantinya tercapai tujuani darii BUMDesi maka dilakukani pula pengelolaan 

dengani carai pemenuhani kebutuhani baiki produktifi maupuni konsumtifi 

masyarakati melaluii pelayanani distribusii barangi dani jasai yangi dikelolai 

masyarakati dani Pemerintahi desa sesuai  dengan UU DESA ( Pasal 78 ayat 

(1) ), dimana kesejahteraan masyarkaat desa rompegading melalui BUMDes 

Rompegading terwujud melalui empat aspek yang telah dijelaskan pada 

wawancara diatas, yakni:  

1. Pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat. 

2. Pembangunan sarana dan prasarana. 

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal 

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

C. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap BUMDes Rompegading 

1. Faktor Internal 

a) Keterbatasan Modal 

Saat peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat, 

Peneliti menemukan bahwa Masyarakat memiliki keterbatasan modal 

dimana masyarakat yang memiliki potensi terkait pengolahan hasil 

rumahan mereka, masyarakat pada sisi lain tidak memiliki modal 



 

 63 

dalam artian keterbatasan modal yang mereka miliki. Pada wawancara 

bersama masyarakat berikut penulis mendapatkan penjelasan tersebut: 

“awal terbentuknya BUMDes, BUMDes memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk memasukkan sampel makanan untuk 

selanjutnya diuji kelayakan untuk diperjualbelikan. Ini bertujuan 

untuk memberdayakan masyarakat desa rompegading terutama 

para ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan sama sekali. 

Dari pihak BUMDes selalu memberi motivasi bagi ibu – ibu RT 

untuk berkreasi demi mengangkat derajat perekonomian warga 

Rompegading melalui usaha produksi dari rumah. Hingga 

sekarang sudah ada puluhan ibu rumah tangga yang bisa 

berpenghasilan sendiri membantu perekonomian rumah tangga 

melalui BUMDes” 

(Wawancara Sinar Utami, S.Km – Masyarakat Desa Rompegading 

pada tanggal 15 Februari 2021) 

   

Berdasarkan penuturan salah satu warga Desa Rompegading yang 

dalam hal ini sebagai informan menyampaikan bahwa keberadaan 

BUMDes sangat membantu ibu-ibu di Desa Rompegading tersebut. 

Dengan keberadaan BUMDes Ibu rumah tangga yang sebelumnya 

tidak berpenghasilan bisa memanfaatkan kreatifitasnya lalu kemudian 

menyalurkan hasil kreatifitas tersebut melalui BUMDes untuk 

mendapatkan nilai ekonomi. Hanya saja, berdasarkan yang peneliti 

lihat dilapangan persoalan modal masih menjadi tantangan tersendiri 

bagi masyarakat, walaupun memiliki potensi kreatifitas yang baik 

tetapi tidak mempunyai modal maka itu juga menghambat bagi 

masyarakat. 

 

b) Sikap Masyarakat Yang Tradisional 

Peneliti menemukan bahwa masyarakat rompegading 

seringkali mempertanyakan terkait anggaran yang ada, dimana 
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pertanyaan terkait anggaran ini adalah hal yang lumrah dikarenakan 

keterbatasan informasi atau pengetahuan yang mereka miliki. Ini 

merupakan faktor dimana masyarakat masih memiliki keterbatasan 

informasi atau pengetahuan dalam artinya sikap masyarakat yang 

masih tradisional. Berikut temuan penulis dalam wawancara bersama 

masyarakat: 

“terkait permasalahan yang terjadi dalam lingkup desa terutama 

dalam hal penggunaan anggaran desa, terkadang masyarakat 

mempertanyakan dibawa kemana anggaran sebanyak itu. Disini 

BUMDes selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai pos – pos anggaran desa, apa – apa saja yang menjadi 

belanja wajib di desa dan rencana – rencana pembangunan. 

Begitupun dengan permasalahan – permasalahan lain, BUMDes 

bersama dengan pihak desa selalu memberikan pemahaman 

kepada masyarakat.” 

(Wawancara Sinar Utami, S.Km – Masyarakat Desa Rompegading 

pada tanggal 15 Februari 2021) 

 

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa masyarakat di Desa 

Rompegading belum dapat memahami persoalan alokasi-alokasi dana 

desa, meskipun telah dilakukan upaya penyampaian informasi 

penggunaan dana desa akan tetapi masyarakat masih sulit memahami. 

Sikap masyarakat yang seperti itu jelas menjadi suatu persoalan yang 

perlu dihadapi untuk menciptakan perencanaan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang baik, apalagi untuk mencapai 

kesejahteraan tentu diharapkan BUMDes sudah berjalan dan 

dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, untuk itu semua tentu 

diharapkan perubahan perilaku dari masyarakat untuk mengubah pola 

pikir yang masih tradisional. Berdasarkan data dan informasi yang 
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diperoleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

masyarakat di Desa Rompegading masih memiliki pola pikir 

tradisional dan menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan dan 

pemanfaatan BUMDes sebagai salah satu upaya peningkatan 

kesejahteraan masayarakat di Desa Rompegading Kec. Liliriaja 

Kabupaten Soppeng. 

2. Faktor Eksternal 

a) Adanya Komitmen Dari Pemerintah 

Faktor terkait Komitmen Dari Pemerintah kemudian penulis 

temukan pada saat penulis mewawancarai kepala desa rompegading 

dimana pada wawancara tersebut Kepala Desa mendukung adanya 

BUMDes karena BUMDes Rompegading memberikan solusi terkait 

permasalahan yang ada. Berikut wawancara tersebut: 

“Bumdes Rompegading memberikan solusi ditengah permasalahan 

yang didapatkan   Dikarenakan adanya kerjasama antara 

pemerintah desa dan bumdes itu sendiri, kesadaran masyarakat 

menjadi sangat oenting dari pemberian solusi yg ditawarkan oleh 

bumdes dan pemerintah desa rompegading” 

(Wawancara Sakmawati, SS.MM – Kepala Desa Rompegading 

pada tanggal 29 Januari 2021) 

 

Berdasarkan data dari wawancara dengan informan dapat dijelaskan 

bahwa BUMDes di Desa Rompegading menjadi solusi dari 

permasalahan yang dihadapi masyarakat. dengan adanya BUMDes 

masyarakat dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
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Pemerintah Desa telah berkomitmen untuk mensejahterakan 

masyarakat melalui BUMDes. 

b) Tersedianya Sumber Daya Alam Yang Melimpah 

Sumber daya alam merupakan faktor yang sangat mendukung 

dalam mensejahterakan masyarakat disuatu tempat. Sumber daya alam 

yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dapat menghasilkan nilai 

ekonomi yang tinggi, dengan begitu pemanfaatan sumber daya alam 

yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Terkait sumber daya alam, penulis mewawancarai kepala desa 

rompegading dimana pada saat wawancara, kepala desa menjelaskan 

bahwa Rompegading memiliki potensi lokal berupa kekayaan alam 

yang dapat diolah yang nantinya diharapkan dapat menjadi produk 

unggulan desa. Berikut wawancara penulis: 

“Pertama yang kami lakukan ialah menggali potensi yang ada 

ditengah masyarakat, potensi ini kemudian kita jadikan sebagian 

peluang sehingga masyarakat dapat menciptakan produk, dari 

produk yang diciptakan pemerintah dan pengurus bumdes 

rompegading melakukan uji kelayakan terhadap produk tersebut, 

dari hasil produk dari masyarakat inilah yang nantinya akan 

menjadi penambahan pengasilan dari masyarakat sehingga 

memberikan dampak terhadap kehidupan sosial budaya ekonomi 

dan politik di Desa Rompegading” (Wawancara Sakmawati, 

SS.MM – Kepala Desa Rompegading pada tanggal 29 Januari 

2021) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan dalam hal ini 

Kepala Desa Rompegading dapat dijelaskan bahwa aparat Desa 

berupaya meggali potensi yang dimiliki masyarakat terus kemudian 

dengan adanya potensi dan ketersediaan sumber daya alam yang 



 

 67 

memadai maka pemerintah desa melalui BUMDes membantu 

masyarakat sebagai wadah untuk memperoleh manfaat ekonomi 

sehingga bisa membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat. dara 

data yang dihimpun peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Desa 

Rompegading tersedia Sumber daya yang dibutuhkan, tinggal 

bagaimana kolaborasi masyarakat desa dan pemerintah untuk 

memanfaatkan sumber daya alam tersebut. 

Dari dua faktor yang penulis temukan diatas, terdapat dua faktor 

yang kemudian terbagi menjadi Faktor Internal dan Faktor Eksternal. 

Kesimpulan dari dua faktor tersebut adalah bahwa BUMDes Rompegading 

mengalami faktor berupa keterbatas modal dan juga sikap masyarakat 

yang tradisional, dimana selain itu BUMDes Rompegading mendapatkan 

dukungan berupa komitmen dari Pemerintah Desa dan juga tersedianya 

Sumber Daya Alam yang ada di Desa Rompegading kemudian membuat 

keberadaan BUMDes ini menjadi hal yang sangat baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. BUMDes Rompegading telah sesuai dengan proses pendirian dan 

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan ekonomi 

desa melalui BUMDes Rompegading yang terjadi dilapangan dinyatakan 

bahwa ekonomi desa secara Produktif terkelola dengan dilakukannya 

pengelolaan secara Kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, 

akuntabel, dan sustainable. tidak hanya itu, upaya serius BUMDes 

Rompegading untuk menjadikan pengelolaan badan usahanya dapat 

berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri dan nantinya 

tercapai tujuan dari BUMDes maka dilakukan pula pengelolaan dengan 

cara pemenuhan kebutuhan baik produktif maupun konsumtif masyarakat 

melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan 

Pemerintah desa sesuai  dengan UU DESA ( Pasal 78 ayat (1) ), dimana 

kesejahteraan masyarkaat desa rompegading melalui BUMDes 

Rompegading terwujud melalui empat aspek yang telah dijelaskan pada 

wawancara diatas, yakni:  

a) Pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat. 

b) Pembangunan sarana dan prasarana. 

c) Pengembangan potensi ekonomi lokal 

d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
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2. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap BUMDes Rompegading berdasarkan 

yang penulis temukan, terdapat dua faktor yang kemudian terbagi menjadi 

Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Kesimpulan dari dua faktor tersebut 

adalah bahwa BUMDes Rompegading mengalami faktor berupa keterbatas 

modal dan juga sikap masyarakat yang tradisional, dimana selain itu 

BUMDes Rompegading mendapatkan dukungan berupa komitmen dari 

Pemerintah Desa dan juga tersedianya Sumber Daya Alam yang ada di 

Desa Rompegading kemudian membuat keberadaan BUMDes ini menjadi 

hal yang sangat baik. 

B. Saran 

Dengan adanya kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas penulis 

menyarankan ada beberapa hal dalam meningkatkan pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rompegading, Kabupaten Soppeng: 

1. Kepada Pemerintah Desa Rompegading Kabupaten Soppeng agar lebih 

mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar 

BUMDes tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat membantu 

menunjang perekonomian masyarakat. 

2. Kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat lebih 

memaksimalkan kinerja dengan memperhatikan standar operasional 

pendirian Badan Usaha Milik Desa dan memaksimalkan potensi Desa 

sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuai dengan yang terjadi 

dilapangan yang menyatakan bahwa ekonomi desa secara produktif 

terkelola dengan dilakukannya pengelolaan secara kooperatif, partisipatif, 



 

 70 

emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Serta dengan 

memperhatikan pengelolaan dan kebutuhan barang yang dikelolah 

masyarakat yang akan dijualkan secara baik dan tepat serta dapat berjalan 

dengan efektif. 

3. Kepada masyarakat Desa Rompegading agar dapat membantu dan 

mendukung serta partisipatif dalam melakukan semua kegiatan 

operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tercapainya VISI 

dan MISI BUMDes. Dengan begitu, kesejahteraan masyarkaat desa 

rompegading melalui BUMDes Rompegading terwujud melalui empat 

aspek yang telah dijelaskan pada wawancara diatas, yakni:  

a. Pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat. 

b. Pembangunan sarana dan prasarana. 

c. Pengembangan potensi ekonomi lokal 

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
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Lampiran 1 

Surat Permintaan Izin Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran 2 

Surat Keteranganan Selesai Penelitian 
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Lampiran 3 

Instrumen Penelitian 

 

Pengelolaan BUMDes Rompegading Pertanyaan 

1. Kemampuan dalam mengelola BUMDes 

Rompegading (planning, organizing, 

actuating dan controlling). (Daryanto, 

1997 ; 348) 

1. Bagaimana mengambil keputusan 

yang tepat dalam pengelolaan 

BUMDes Rompegading ? 

2. Bagaimana Perencanaan (planning) 

kegiatan yang diusulkan guna 

mencapai BUMDes Rompegading 

yang baik dimasa mendatang ? 

3. Bagaimana model pengorganisasian 

(organizing) yang sesuai dengan 

satuan kerangka pengorganisasian 

menurut anda ? 

4. Siapa yang memiliki peran / 

wewenang untuk menggerakkan 

atau mendorong  (actuating) agar 

keputusan terkait pengelolaan 

kegiatan BUMDes Rompegading 

dapat berjalan sesuai unsur 

perenanaan sebelumnya ? 

(actuating) 

5. Adakah alternatif pengambilan 

keputusan dalam menjalankan roda 

pemerintahan menyangkut SDM ? 

6. Dalam pengelolaan BUMDes 

Rompegading, apakah pengambilan 

keputusannya melibatkan pihak selain 
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pengurus BUMDes Rompegading ? 

7. Apakah ada pengawasan (controlling) 

terkait tata cara pengelolaan BUMDes 

Rompegading ? 
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2. Kemampuan dalam Mengelola BUMDes 

Rompegading sesuai Prinsip 

Pengelolaan BUMDes Rompegading 

(Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, 

Transparansi, Akuntabel, Sustainabel) 

Departemen Pendidikan Nasional 

(2007:13) 

 

1. Bagaimana BUMDes Rompegading 

melakukan kerjasama yang baik demi 

pengembangan dan kelangsungan 

hidup usahanya ? (kooperatif) 

2. Bagaimana bentuk dukungan dan 

kontribusi yang diberikan anggota / 

masyarakat dalam mendorong 

kemajuan BUMDes Rompegading ? 

(partisipatif) 

3. Bagaimana BUMDes Rompegading 

menerapkan prinsip perlakuan yang 

sama tanpa memandang SARA ? 

(emansipatif) 

4. Bagaimana model komunikasi 

pertanggungjawaban BUMDes 

Rompegading terhadap seluruh 

masyarakat terkait aktivitas BUMDes 

Rompegading ? (transparansi) 

5. Strategi khusus apa yang digunakan 

BUMDes Rompegading dalam 

pertanggungjawabannya terkait usaha 

teknis maupun administratif ? 

(akuntabel) 

6. Apa bentuk kegiatan usaha 

BUMDes Rompegading yang 

dapat diteruskan dan terbaharui 

terkait masa depan BUMDes 

Rompegading ? (sustainabel) 
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BUMDes Rompegading Dalam 

Perspektif Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Pertanyaan 

3. BUMDes Rompegading dalam Proses 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(penyadaran, penunjukan masalah, 

pemecahan masalah, pentingnya 

perubahan, penguatan kapasitas ) Chabib 

Sholeh (2014 :96-97) 

1. Bagaimana BUMDes 

Rompegading memberdayakan 

masyarakat, baik sebagai individu 

atau masyarakat secara luas yang 

berpengaruh kepada lingkup fisik 

sosial, ekonomi, budaya dan politik 

? (penyadaran) 

2. Bagaimana BUMDes Rompegading 

memberi pemahaman terkait 

masalah yang terjadi dalam lingkup 

desa ? (penunjukan masalah) 

3. Bagaimana BUMDes Rompegading 

memberi solusi atas permasalahan 

yang terjadi dalam lingkup desa ? 

(pemecahan masalah) 

4. Bagaimana BUMDes 

Rompegading menanggapi terkait 

perubahan kebutuhan masyarakat 

dari waktu ke waktu ? (pentingnya 

perubahan) 

5. Bagaimana langkah BUMDes 

Rompegading dalam pemberian 

kesempatan dan penguatan 

kepercayaan kelompok / 

masyarakat terkait gagasan atau 

ide kreatif mereka ? (penguatan 

kapasitas) 
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Wawancara Dengan Kepala Desa Rompegading 

Wawancara Dengan Masyarakat Desa  

Lampiran 4 

Foto Wawancara dengan Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 81 

Masyarakat Desa membawa kue untuk dijual di toko oleh-oleh BUMDes 

Wawancara Dengan Direktur Bumdes Desa Rompegading 

BUMDes Desa Rompegading 
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Toko Oleh-oleh BUMDes Desa Rompegading 

BUMDes Desa Rompegading 

  

 

 

 

 

 


